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BUPATI SINJAJ 
PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN DAERAH KA.BUPATEN SINJAJ 
NOMOR 1. TAHUN f019 

TENT ANO 
PEOOMAN PENGAKUAN, PERLINDUNOAN DAN PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT HUKUM ADAT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SDfJAl, 

Menimbang : a. bahwa maayarakat hukurn adat merupakan cerminan 
kebhinekaan bangsa Indonesia yang harus 
diakui,dilindungi dan diberdayakan dalam rangka 
pemenuhe.n Hak Asasi Manusia serta kewajiban yang harus 
dilaksa.nakan oleh Negara scsuai dengan a.manat Undang­ 
Undang Dau.r Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. bahwa pengakuan, perlindungan dan pembcrdayaan 
tcrhadap masyarakat hukum adat merupakan sebuah 
kebutuhan untuk menempatkan masyarakat pada barkat 
dan martabat sebagai anak bangsa sehingga dapat 
menikmati hak­hak masyarakat yang melekat dan 
bc.sumber pada sistem politik, ckonomi, struktur sosial 
dan budaya, tra.disi keagamaan, sejarah dan pandangan 
hid up; 

c. bahwa bcrdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Perka.ra 
Nomor 35/PUU­X/2012 mengenai Pengujian Undang­ 
Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehuta.nan, dalam 
rangka menjamin adanya kepastian hukum yang 
berkeadilan t.erhadap Masyarakat Adat, pcrlu menetapkan 
Peraturan Daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menet.apkan 
Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengakuan, 
Perlindungan dan Pembardayaan Maayarakat Hukum 
Adat; 

Mengingat 

,. ·� 

I. Pasal 18 ayat (6) Undang·Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang­Undang Nomor 29 Tahun 1959 tcntang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lcmba.ran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan Lcmbara.n Negara Republik Indonesia Nomor 
1822); 
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3. Undang-Undan1 Nomor 5 Ta.bun 1960 tcntang Peraturan 
Casar Pokok-Pokok Agnuia (Lcmbar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1960 Nomor 78, Tambahan Lcmba.ran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang 
Pengesaha.n lntemational Con�ntion on The Elimination of 
AU Forms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi 
Intemasional tentang Pcnghapusa.n SegaJa Bentuk 
Dislaiminasi Rasial, 1965) (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3852); 

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 165, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3886); 

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
167, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang- 
Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembara.n 
Negara Republi.k Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4412); 

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang 
Pengesa.han International Covenant on Economic, Social and 
CUitural Rights (Kovenan Intemasional tentang Hak-Hak 
Ekonomi Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 113, Tambahan Lembara.n 
Negara Republik Indonesia Nomor 4557); 

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 

9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 
Pengdolaan Wilayah Peaisisir dan Pulau-pulau Kecil 
(Lembaran Negara. Republik Indoneaia Tahun 2007 Nomor 
84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 
4379) aebagaimana telah diubah dcngan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pcsisir 
dan Pulau-pulau Kecil {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5490); 
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10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Htdup 
(Lembaran Negara Republlk Indoneela Tahun 2009 Nomor 
140, Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5059); 

11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tenta.ng Kesehata.n 
(Lcmbaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Te.mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5063); 

12. Vndang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar 
Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5168); 

13. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi 
Geospasial (Lembaran Negara Rcpublilc Indonesia Tahun 
2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5214); 

14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembcntukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

15. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan 
Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 49, Ta.mbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5315); 

16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang 
Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources 
and The Fair and Equitab� Sharing of Bemfits Airi.sing from 
Their Utilization to The Convention on Biological Diversity 
(Protokol Nagoya tentang Alcses pada Sumber Daya Genetik 
dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang 
Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi 
Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 73, Ta.mbahan Lembara.n 
Negara Republik Indonesia Nomor 5412); 

17. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang 
Pencegahan dan Pcmberantasan Pcrusakan Hut.an 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 
130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5432); 

18. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Ta.mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 
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19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang 
Pcmerintahan Daerah (Lc:mbaran Negara Republllc 
Indonesia Tahun 2014, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Namer 5587), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republilc 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

20. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pcmerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 560 l); 

21. Undang-Undang Namer 39 Tahun 2014 tentang 
Perkebunan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 308, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5613); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lcmbaran Negara 
Republilc Indonesia Nomor 3696); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang 
Perencanaan Kehutanan (Lcmbaran Negara Republilc 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran 
Negara Republilc Indonesia Nomor 4452); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang·Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republilc Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- 
Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5717); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republic Indonesia Nomcr 5887); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan den Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republilc 
Jndoneeia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
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27. Pcraturan Menterl De.lam Negerl Nomor 52 Tahun 2014 
tentang Pccloman Pcngakuan dan Pcrlindungan Maeyara.kat 
Adat (Berita Negara Rcpubllk lndoneaia Tahun 2014 Nomor 
951): ,. 

28. Pcrnturan Bereama Mcnterl Dalam Negeri, MJnteri 
Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan 
Pcrtanahan Naalonal Nomor 79 Tahun 2014, Nomor 
PB.3/M�nhut·ll/2014, Nomor 17/PRT/M/2014, Nomor 
8/SKB/X/2014 tcntang Tata Cara Penyelesaian 
Pcnguaaaan Tanah yang bcrada dldalam Kawasan Hutan 
(Serita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
1719); 

29. Peraturan Menterl Dalam Ncgerl Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pcmbcntukan Produk Hukum Daerah (Serita 
Negara Republlk Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

30. Pcraturan Mentcri Agraria/Kepala Sadan Pcrtanahan 
Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara 
Pcnetapan Hak Komunal ataa tanah Maayarakat Hukum 
Adat dan Maayarakat Yang Berada dala.m Kawasan tertentu 
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nemer 568); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Slnjai Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pcmbcntukan dan Susunan Perangkat Daera.h 
(Lcmbaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, 
Tambahan Lcmbaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93); 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKIL.AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SJNJAl 

dan 
BUPATI SINJAJ 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN, 

PERLINDUNOAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 
HUKUMADAT. 

BAB I 
KETENTIJAN UMUM 

Paul 1 

Dal.am Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 
1. Pemerintah Pusat adalah Prcslden Republik Indonesia yang memegang 

kekuasaan pemerinta.han negara Republik Indonesia yang diba.ntu oleh 
Wakil Preslden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Gubemur adalah Oubemur Provinsi Sulawesi Selatan. 
3. Oaerah adalah Kabupnten Sinjai. 
4. Pemerintahan Daerah adalah penyclcnggaraan urusan pemerintahan olch 

)5emerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut" asa.s 
ofonomi dan tugas pemba.ntuan dengan prinsip otonomi seluas.Juasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
aebagaimana dimakaud dalam Undang·Undang Dasar Negara Rep'ublik 
rii.donesia Tahun 1945. 1 
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19. 

20. 

21. 

22. 
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Kearifan lokal adalah gagaean, nilai den pandangan- yang beraifat 
bljak&a.na, penuh kearifan, bcmilaJ baik, yang hidup dan bcrkembang 
dala.m satu komunitaa Maayarakat Hukum Adat den dillruti oleh anggota 
Maayarakat Hukum Adat yang bersangkutan. 
Pclanggaran hak asaal manuaia adalah aetiap perbuatan seseorang atau 
kelompok orang tcrmasuk aparat ncgara baik discngaja maupun tidak 
disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi 
manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin dalam ketentuan 
peraturan perundang-undangan dan tidak mendapatkan atau 
dikhawatirkan tidak akan mcmperoleh penyelcsaian hukum yang adil dan 
benar, berdasarkan mckanisme peraturan perundang-undangan. 
Penyelcsaian Scngketa Altcmatif (Altematiue Dispute Resolution) adalah 
suatu proses menyclcsaikan perbcdaan bentuk-bentuk kegiatan Baden 
Pcnyclesaian Scngketa Adat melalui prosedur yang disepakati oleh para 
pihak yaitu penyelesaian di luar pengadilan dcngan cara konsultasi, 
ncgosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. 
Perwakilan Masyarakat Hukum Adat adalah lembaga dan/atau orang 
atau sekumpulan orang yang merupakan utusan Masyarakat Adat deJam 
bcrbagai forum pengambilan keputusan maupun forum·forum 
penyelesaian sengketa. 
Verifikasi adalah suatu proses penilaian terhadap basil identifikasi 
keberadaan Masyarakat Adat beserta hak·haknya. 

BAB II 
ASAS, TUJUAN DAN RUANO LINGKUP 

Bagian Kesatu 
Asa, 

Pasal 2 

Penga.kuan, perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Ad.at 
dilaksanakan berdasarkan asas: 
a. hak asasi manusia; 
b. Kepa.stian Hukum; 
c. keedilan Sosial; 
d. partisipasi; 
e. transparansi; 
f. kesetaraan dan non·diskriminasi; 
g. keberlanjutan lingkungan; 
b. partisipasi; dan 
i. transparansi 

Bagian Kedua 
Tujuan 

Pasa.l 3 

Pengalruan, perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat 
bertujuan unwk: 
a. menjamin terlaksananya penghonnatan oleh semua pihak terhadap 

keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan hak yang telah diakui dan 
dllindungi secara hukum; 

b. menyediakan dasar hukum ba.gi Pemerintah Daerah dalam memberikan 
�yanan dalam rangka. pemenuhan hale Maayarakat Hukum Adat; 
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c. mcmberikan kepastian hukum bagi Masyaraka.t Hukum Adat agar dapat 
hidup am.an, tumbuh de.n bcrkcmbang sebagai kelompok maeyarakat 
ee.uai dengan ha.rkat dan ma.rtabat kemanuaia.nnya serta terlindungi dari 
tinda.kan diakriminaei; 

d. mcmberikan kepastle.n adanya perlindungan terhadap hak Maeyarakat 
Hukum Adat dalam. penyclenggaraan pemcrintahan dan pelaksanaan 
program pembangunan; 

e. mcnyediakan dasar hukum bagi penyclcsaian sengketa hak Masyarakat 
Hukum Adat; dan 

f. memberikan kepastl.an terlakaananya tanggungjawab Pcmcrintah Dacrah 
terhadap pengakuan, perlindungan dan pembcrdayaan Ma.syarakat 
Hukum Adat. 

BAB Ill 
RUANO LINOKUP 

Pasal 4 

Ruang lingkup Pcraturan De.crab ini meliputi: 
a. kcberadaan dan kedudukan Maayarakat Hukum Adat; 
b. mckanisme pcngakuan dan perlindungan; 
c. pembcrdayaan; 
d. penyelesaian sengketa; dan 
e. pembinaan dan pengawasan. 

BABIV 
KEBERADAAN DAN KEOUOUKAN MASYARAKAT HOKUM ADAT 

Pasal 5 

Pemerintah Oaerah mcngakui keberadaan Masyarakat Hukum Adat di Daerah. 

Pasal 6 

(I) Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 
berkcd.udukan sebagai eubjck hukum yang mcmiliki. hak yang mclckat 
dan bcrsifat asal usul. 

(2) Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum sebagaimana dintaksud 
pada ayat (1), Masyarakal Hukum Adat di Daerah mcmiliki kewenangan 
untuk mclakukan perbuatan hukum berkaitan dcngan haknya, tcrmaauk 
hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam yang ada di dalam 
wilayah adatnya. 

Pasal 7 

Maayarakat Hukum Adat, ecbagaimana dimaksud dalam Pasal S dan Pasal 6 
memenuhi laiteria sebagai bcrikut: 
a. memiliki ecjarah aeal-ueul; 
b. mcm.iliki wilayah adat tcrtcntu; 
c. mcmiliki dan mcnjalankan hukum adat; dan 
d. mcmiliki Jcmbaga adaL 
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BABV 
MEKANISME PENOAKUAN DAN PERLINOUNOAN 

Pase.I 8 

Cl) Dalam. rangka pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat, 
Bupati membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat. 

(2) Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimakaud pada ayat (I), 
terdiri dari: 
a. Sekretaris Daerah sebage..i ketua; 
b. Kepala Pemgkat Daerah yang menangani urusan Pemerlntahan 

Daerah di bidang pemberdayaan maayarakat sebagai sekrctaria; 
c. Kepala Pcrangkat Daerah terkait sesuai dengan karakteristik 

Masyarakat Hukum Adat sebagaJ anggota; 
d. Kepala Bagian Hukum dan HAM sebagai anggota; 
e. Camat sebagai anggota; dan 
r. unsur terkait scsuai dcngan kebutuhan. 

(3) Panitia Masyara.kat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pa.sal 9 

Pengakuan dan pcrlindungan Masyarakat Hukum Adat dilaku.kan melalui 
tahapan sebagai berikut: 
a. identifikasi; 
b. verifikasi dan validasi; dan 
c. penetapan. 

Pasal 10 

(11 Bupati melalui camat melakuka.n identifikasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 huruf a dengan melibatkan masya.rakat hukum adat 
dan/atau kelompok masyarakat. 

(2) Selain masyarakat hukum adat dan/atau kelompok masyarakat, 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati juga dapat melibatkan 
peneliti sesuai dengan bidang keilmuan yang dibutuhkan dalam preeee 
identifikasi Masyarakat Hukum Adat. 

(3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan dengan 
mencermati: 
a. sejarah Masyarakat Hukum Adat; 
b. letak dan batas wilayah adat; 
c. Hukum adat; 
d. hart.a kekayaan dan/atau benda adat; dan 
e. kelembagaan/sistem pemeerintahan adat. 

(4) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada a,yat (3) dilengkapi dengan 
persetujuan tertulis dari Kepala Cesa sctempat dan Kepala Cesa yang 
wilayahnya berbatasan dengan wi.layah Masyarakat Hukum AdaL 

(5) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan dalam bentuk: 
a. surat; 
b, pembubuhan tanda tangan pada laporan basil identifikasi; atau 
c. bentuk peraetujuan tertulis lain. 
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Pasal 11 

{I) Haail identifikasi aebagalmena dimak•ud dalam Pasal 10 ayat (3) dan �at 
(..,) disampaikan kepada Panitia Masyarakat Hukum Adat untuk 
cl.ilakukan verifikasi dan validasi. 

(2) 1-fasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diumumkan kepada Masyarakat Hukum Adat setempat dalam waktu 
paling lambat 1 (satu) bulan. 

Pasal 12 

(1) Dalam hal Masyarakat Hukum Adat keberatan terhadap hasil verlfikasi 
clan validasi sebagaimana dimaksud de.lam Pasal 11, maka Maayarakat 
Hukum Adat dapat mcngajukan keberatan kepada Panitia Masyarakat 
Hukum Adat. 

(2) Panitia Masyarakat Hukum Adat melakukan verifikasi dan validaei ulang 
terhadap keberatan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I). 

(3) Verifikasi dan validasi ulang terhadap keberatan Masyarakat Hukum Adat 
hanya dapat dilakukan 1 {satu) kali. 

Pasal 13 

(1) Panitia Masye.rakat Hukum Adat menyampaikan rekomendasi kepada 
Bupati berdasarkan basil verifikasi dan validasi. 

{2) Bupati melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan Masyarakat 
Hukum Adat berdasarkan rckomendasi dari Panitia Maysarakat Hukum 
Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Penetapan pengakuan clan perlindungan Masyarakat Hukum Adat 
sebagaimana d.imaksud pada ayat {2) ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan pengakuan dan 
perlindungan Masyarakat Hukum Adat diatur dalarn Peraturan Bupati. 

BAB VI 
PEMBERDA Y AAN 

Pasal 14 

I I I 

(2) 

Dalam rangka pengakuan dan perlindungan terhadap hale Masyarakat 
Hukum Adat Pemerintah Oaerah melakukan pemberdayaan melalui 
penyediaan dukungan fasillitas, sarana dan prasarana scrta pendanaan. 

Dal.am melakukan pemberdayaan, Pemerintah Daerah dapat bekerja 
sama dengan pihak lain .. 

Pasal 15 

Pemer!ntah Daerah mtla.kukan peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum 
Adat, kearlfan lokal atau pengetahuan tradlsJonal. 
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Paaa.l 16 

{l) Pemerintah Oaerah h&rU• mellbatkan Ma•yarakat Hukum Adat, termaauk 
perempuan dalam pembentukan kebljaka.n dan perencanaan program 
pembangune..n yang akan dilaksanakan di wilayah adat. 

(2] Pelibatan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimakaud pada Ayat (IJ 
dilakuku.n dengan memberikan informasi, melakukan konsultasl dan 
memperoleh persetujuan sukarela dari Masyarakat Hukum Adat. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan Masya.rakat Hukum Adat 
diatur dcngan Peraturan Bupati. 

BAB VIII 
PENYELESAIAN SENOKETA 

Pasa1 17 

(1) Pemerinta.h Oaerah menghormad dan mengakui peradHan adat atau 
sebutan lain untuk menyelesailcan sengketa yang terjadi dalam wilayah 
Masyarnkat Hukum Adat. 

(2) Pemerinta.h Daerah dapat membantu penyelesaian sengketa melalui 
medJasi. 

(3) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) tidak berhasil maka sengketa diselesaikan me\alui peradilan 
umum. 

BAB lX 
PEMBINMN DAN PENGAWASAN 

Pasal 18 

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengakuan, 
perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Bupati melaporkan penetapan pengakuan perlindungan dan 
pemberdayaan kepada Gubemur. 

BABX 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 19 

Masyaraka.t Hukum Adat yang telah ada dan tinggal dalam suatu kawasa.n 
sebelum kawasan tersebut ditetapkan sebagai wilayah adat, sepanjang 
memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dihndungi dan 
diakui keberadaannya. 
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BABXI 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal 20 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar actiap orang mengeta.huinya, memerinta.hkan pcngundangan Peraturan 
Daerah ini dengan pcnempatannya dalam Lembaran Daerah KabupatenSinjai - 

Ditctapkan di Sinjai 
pada tan al 

OADHISTA ASAPA 

Diundangkan di Sinjai 
pada ggal 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN ... NOMOR ... 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI PROVINS! SULAWESI 
SELATAN ... 


